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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 56 TAHUN 2013 

TENTANG 
ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka membentuk kemampuan khusus 
yang dibutuhkan pegawai negeri sipil untuk 
melaksanakan tugas di Kementerian Kesehatan, perlu 
diberikan orientasi terhadap calon pegawai negeri sipil; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang Orientasi Calon Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4132); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian 
Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan 
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Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan 
Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan 
Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02./MENKES/076/I/2010;  

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 345); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORIENTASI 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 

Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat 
untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.  

3. Orientasi CPNS yang selanjutnya disebut Orientasi adalah 
pembekalan kompetensi untuk CPNS yang akan ditempatkan di unit 
kerja.  

4. Unit Utama adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat eselon I 
di lingkungan Kementerian Kesehatan. 
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5. Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian 
Kesehatan baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis 
vertikal di daerah yang menyelenggarakan kegiatan Orientasi. 

6. Biro Kepegawaian adalah satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi 
melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian 
Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah satuan kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan dan penyusunan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan 
sumber daya manusia kesehatan dibidang pendidikan dan pelatihan 
aparatur. 

8. Narasumber adalah pejabat struktural/fungsional, 
pakar/praktisi/akademisi yang berkompeten sesuai dengan keahlian 
dibidangnya untuk memberikan materi orientasi organisasi. 

9. Pembimbing adalah pejabat struktural/pejabat fungsional yang 
berperan untuk membimbing dan membekali CPNS selama 
menjalankan praktik kerja, dan telah mengikuti pembekalan bagi 
pembimbing yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur.  

10. Menteri Kesehatan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang kesehatan. 

Pasal 2 
Pengaturan Orientasi bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara 
profesional dengan dilandasi disiplin, kepribadian, dan etika PNS sesuai 
dengan kebutuhan instansi. 

Pasal 3 

Pengaturan Orientasi hanya diberlakukan untuk CPNS yang berasal dari 
pelamar umum, yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan 
sebagai CPNS yang diterbitkan oleh Kepala Biro Kepegawaian. 

BAB II 
PENYELENGGARAAN ORIENTASI  

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 4  
Untuk menyelenggarakan Orientasi yang berkualitas, efektif dan efisien, 
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Biro Kepegawaian dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 
merencanakan dan menetapkan kebutuhan yang meliputi: 

a. jumlah CPNS yang akan mengikuti Orientasi; 
b. jumlah pembimbing yang disesuaikan dengan jumlah CPNS dalam 

satu Unit Kerja; 

c. jumlah Unit Kerja tempat praktik kerja CPNS; 
d. waktu pelaksanaan Orientasi; dan 

e. sistem evaluasi dan kelulusan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 5 
(1) Orientasi dilaksanakan pada: 

a. Unit Kerja; atau 

b. Unit Utama. 
(2) Penetapan tempat pelaksanaan Orientasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Kepegawaian setelah berkoordinasi 
dengan Unit Kerja atau Unit Utama. 

(3) Mekanisme pelaksanaan Orientasi ditentukan oleh Unit Kerja atau 
Unit Utama setelah berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.  

Pasal 6 

(1) Orientasi terdiri dari: 
a. orientasi organisasi; dan 

b. praktik kerja.  
(2) Materi orientasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri dari:  
a. tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasi; 
b. kedudukan dan struktur organisasi; 

c. kebijakan bidang tugas instansi; 
d. sarana dan prasarana organisasi; 
e. standar kinerja/standar pelayanan umum; 
f. standar prosedur operasional; 

g. budaya kerja/nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi; 
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